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LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
1. Pengertian Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam
bahasa Indonesia berasal dari kata “cooperation”. Secara etimologi,
koperasi berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu cooperatives,
meupakan gabungan dua kata co dan operation. Secara semantik
koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi dalam bahasa Arab berarti
Syirkah. Syirkah merupakan tempat kemitraan, Kkerja sama,
kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam
Islam.?®
Didirikannya koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang 1945.2° Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi
dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (single purpose)
merupakan koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha seperti

koperasi yang hanya beroperasi di bidang konsumsi, bidang kredit atau

25 Muhammad, Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah, (Surakarta: Muhammadiyah
University Press, 2017)hal 93
% 1bid, hal. 10
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bidang produksi. Selanjutnya koperasi serba usaha (multiple purpose)
koperasi yang dalam operasionalnya dari berbagai macam bidang usaha,
seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.?’

Pada tanggal 25 Sepetember 2015, pemerintah menerbitkan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/1X/2015 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
menyatakan

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah
Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan
pembiayaan sesui prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq,
dan wakaf”?8
2. Landasan Koperasi Syariah
a. Al-Qur’an
Norma hukum koperasi syariah terdapat dalam Q.S Al-

Maidah ayat 2:

«®
— 1

BT it T 2T 5% o ey BT e 1555 Y

“Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketagwaan, dan
janganlah saling berkerjasama dalam dosa dan
permusuhan”(Q.S Al-Maidah:2)

b. Peraturan Undang-undang Koperasi Syariah

27 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 291
28 peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 16 tahun
2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
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1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah
menjadi Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

2) Peraturan Pemerintah Rl No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/2004/1X/2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syari’ah

4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah  Nomor  35.2/Per/M.KUKM/X/2007  tentang
Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa
Keuangan Syariah.; dan

5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah  39/Per. M.KUKM/XI11/2007 tentang Pedoman
Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah dan Unit Jasa

Keuangan Syari’ah Koperasi.?

B. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu Baitul
al-maal dan Baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-

usaha non profit, seperti zakat, infag, dan sedekah. Sedangkan Baitul

29 Novita Dewi Masyitoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa
Tamwil (BMT), JurnaEconoicaVo.5 No. 2, Oktober 2014 ha.16
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tamwil lebih mengarah pada uasaha pengumpulan dan penyauran dana
komersial.>®* Dalam definisi operasional PINBUK, BMT adalah
lembaga ekonomi mikro yang beranggotakan satu orang atau badan
hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi, yang
diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat
kecil dengan prinsip syariah. Dasar hukum Baitul Maal Wa Tamwil

terdapat dalam QS. Al-Bagarah ayat 275:

t—t.l_-m;.u L;JJ\ (”33" A Y\ u}.q}s.a Y \..1)3\ UJlSh u_mj\
£\4 )J\ d_m c_uj\ La_a\ \jﬂa e.@._\l._i g_U.J u.u.d\ UA ULLJMJ\

4.1) qA ‘\.L.G}A oct; u.aa L_a‘)j\ J;j c_uj\ 4).!\ d;\}
d.\jjtﬁ Ale UA‘S 4.1!\ J\ DJ.A\} L_d.».u la 4.L°| G.@.J_\LS
u}.ﬂ\; Lg__aﬂ eA )\._ﬂ\ u\;m\

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinyaa orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya  dahulu  (sebelum datang larangan); dan
urusannya(terserah) kepada Allah, maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka keka/ didalamnya” (Q.S Al-
Bagarah ayat 275)

Secara Etimologi BMT merupakan lembaga yang mempunyai
tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan

maupun pengeluaran negara. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari

%0 Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Sistem
Perekonomian di Indonesia”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01, 2017, hal.99
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kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan

menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan shadagah (ZIS) secara

produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis
produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor
masyarakat menengah kebawah (mikro).3! Kehadiran BMT dirasakan
telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat terutama masyarakat
kecil.

2. Fungsi Baitul Maal wa Tamwil

Fungsi dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yaitu:

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan
mengemabangkan potensi serta kemampuan anggota ekonomi,
kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya

b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih
profesional dan Islami sehingga makin utuh dan tangguh
menghadapi tantangan global.

c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dslam rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Peran Baitul Maal wa Tamwil

31 Novita Dewi Masyitoh, Analisis Normatif Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Stats Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wa
Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Vol. 5, No. 2 tahun 2014, hal 16.

32 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangn Syariah edisi Kedua, (Jakarta: Kencana,
2009), hal 475
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Adapun peran Baitul Maal Wa Tamwil, diantaranya:*?

a. Sebagai motor penggerak ekonomi dan moral masyarakat banyak

b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah

c. Penghubung antara kaum aghniya (kaya) dan kaum dhu’afa’
(miskin)

d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang
barakah, ahsanu  ‘amala, dan salaam melaui spiritual

communication dengan dzkir galbiyah ilahiyah.

C. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan
sebagai penyedia dana atau tagihan. Istilah pembiayaan pada dasranya
lahir dari pengertian 1 belive, | trust, yaitu “ saya percaya” atau “saya
menaruh  kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya
kepercayaan (trust) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada
seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank
selaku Shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar dan
harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling

menguntungkan bagi kedua belah pihak.®*

33 Ahmad Ifhan Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2010) hal. 177

34 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 698
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Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam Pasal
1 nomor (12):
“Pembiayaan yang dilandaskan pada prinsip syariah merupakan
penyedia dana atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan atau
persetujuann antara penyedia dana dengan peminjam dan
mewajibkan bagi peminjam dana untuk dapat mengembalikan
pembiayaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah
diperjanjikan dengan imbalan/bagi hasil”.®®
Pembiayaan dapat diartikan sebagai penyedia dana. Pembiayaan
dalam menyalurkan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam pembiayaan penyaluran dana dilakukan berdasarkan pada
kepercayaan yang telah diberikan oleh penyedia dana kepada peminjam
dana. Didalam pembiayaan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam
bentuk bunga melainkan sebagai bagi hasil. Dana tersebut harus
digunakan dengan benar dan adil dan harus disertai dengan ikatan dan
syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,

sebagaimana firman Alloh dalam QS. An-Nisa’ (4) ayat 29 yang

berbunyi;®

oY) q;.};h; 85 401 ™ | SIEE Y ) il ;ﬁ;i\ i 4
W 5) T aSheadl ) olisl W 5T a8ia al D3 e 3)\AS (585
Uo:\%:) 06}5:’ OLS

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Alloh
adalah Maha Penyayang Kepadamu ™'

3 Binti Nur aisyah, Manajemen Pembiayaan . . ., hal. 2

3 Veithzhal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.
698

37 Depaertemen Agama RI, Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29, Al-Qur’an dan Terjemah
Untuk Wanita, (Bandung: Penerbit JABAL, 2010), hal. 83
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2. Tujuan Pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua
kelompok yaitu: tujuan pembiayaan makro dan tujuan pembiayaan
mikro.

a. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi
umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan
produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru, dan terjadinya
distribusi pendapatan.

b. Sedangkan tujuan ekonomi tingkat mikro adalah upaya untuk dapat
memaksimalkan laba, meminimalkan risiko kekurangan modal,
peningkatan penggunaan sumber daya ekonomi, dan menjadi
penyalur kelebihan dana.®®

3. Macam-macam Pembiayaan

Pembiayaan dibagi menjadi 3 macam yaitu:*

a. Prinsip Jual beli
1) Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu,
dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada
pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan
mensyaratkan keuntungan yang diharapakan sesuai jumlah

tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya

38 Binti Nur aisyah, Manajemen Pembiayaan . . ., hal. 2
39 |bid, hal. 234
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dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.
Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut margin
keuntungan.*® Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW
bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama
suka.” (HR. al-Baihaqgi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh
Ibnu Hibban).

2) Istishna’

Ba’i al Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli
dan pembuat barang. Biasanya akad ini digunakan dalam bidang
manufaktur. Ketentuan dalam akad ini kedua belah pihak yang
melakukan akad Bai’ al Istishna’ harus saling menyetujui atau
sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.

Akad istishna’ biasanya digunakan dalam bidang
manufaktur. Dalam akad ini kedua belah pihak harus saling
menyetujui atau sepakat tentang harga dan sistem pembayaran.
Kesepaktan harga dapat dilakukan dengan tawar menawar dan
sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran
perbulan atau dibelakang.** Dasar hukum jual beli Salam terdapat
dalam riwayat Ibnu Majah

Dari Shuhaib ra, bahwasannya Nabi Muhammad SAW:
ada tiga yang padanya berkah yaitu jual beli tangguh, jual beli
mugaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan

tepung untuk keperluan dirumah sendiri bukan untuk dijual (HR
Ibnu Majah).

40 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank, ..., hal. 234
4 Ibid, hal. 235
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3) Salam
Secara etimologi, salam berarti isti’jal atau minta di
segerakan. Salam secara terminologi berarti menjual sesuatu yang
tertangguh dengan membayar segera. Bai’ as Salam adalah
pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan
pembayaran dilakukan di depan. Pembiayaan dengan prinsip
Salam berarti bank memberikan pembiayaan dengan pemesanan
barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran
dilakukan di muka kepada nasabah. Dasar hukum akad salam
sama dengan akad jual beli Istishna.
b. Prinsip Sewa
1) ljarah
ljarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau
jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Rasulullah SAW
bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
(HR.lIbnu Majah)
Akad ljarah juga diartikan sebagai transaksi dimana bank
membeli dan menyewakan aset atau peralatan yang dibutuhkan

nasabah, dan bank mendapatkan jasa persewaan.*?

42 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank, ..., hal. 215
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2) ljarah Muntahiyah Bii Tamlik
ljarah Muntahiyah Bii Tamlik (IMBT) adalah perjanjian
sewa antara pemilik aset tetap dengan penyewa, atas barang
yang disewakan yang mana penyewa mendapatkan hak opsi
untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Dalam
Al-Qur’an pada surah AL-Qashash ayat 26 berbunyi:
&oaling ga 53a §) e saling ol 5 b &
Laa) g 5811
“salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya,” (OS AL-Qashash ayat 26).
ljarah Muntahiyah Bii Tamlik dalam perbankan dikenal
dengan financial lease, yaitu gabungan antara transaksi sewa
dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak
atu opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian,
kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari miik yang
menyewakan (lessor) menjadi milik penyewa (lessee).
c. Prinsip Bagi Hasil
1) Mudharabah
Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan
seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan dalam akad ini dibagi menurut kesepakatan yang

dituang dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik
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modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.
Jika kerugian diakibatkan oleh pengelola, maka pihak pengelola
harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.*® Dari Abdullah
bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW menyerahkan kepada bangsa Yahudi
Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka
menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian,
Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim
4048)

2) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau
lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak
memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai
kesepakatan. Musyarakah merupakan suatu metode yang
didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencaripebiayaan (mitra
potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya
keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi. Firman Allah

SWT dalam QS. Shaad:24

Oe 188 O 5% aalad L) Sliand JI5hn Slall 28] 0

| sdaz 5 15340 (pdll V) (mid e ajiand il sULIA])
“ab e Qoliy clalliall

“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian

yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal
shaleh.” (OS. Shaad:24).

4 Binti Nur AsiyahManajeen Pembiayaan Bank, ..., hal. 183
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Pelaksanaan akad musyarakah dimana perjanjian antara
bank syariah yang menyediakan dana yang dicampur dengan
dana dari perusahaan bisnis dan lain-lain. Semua penyedia
modal berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen tetapi
harus diwajibkan untyk melakukannya.*

D. Kelancaran Pengembalian
1. Pengertian Kelancaran Pengembalian

Kelancaran pengembalian merupakan kemampuan debitur dalam
mengembalikan pinjaman yang telah diberikan, baik pinjaman pokok
ataupun bunga kredit, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan pada
perjanjian yang telah disepakati. Islam sangat menentang orang yang
lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berutang wajib hukumnya
untuk membayar. Jika tidak, maka dosanya tidak diampuni sekalipun
orang yang berutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam
sebuah hadist dariAbdiah bin ‘Amr bin Al’Ash, Rasulullah SAW
bersabda: “semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali
hutang.” (HR Muslim Nomor 1886).

Hadist lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“sesungguhnya seseorang apabila sedang berutang ketikadia berbicara
biasanya berdusta dan bila berjanji sering mengingkarinya.” (HR
Bukhari). Pembiayaan dapat dikatakan lancar atau tidak bergantung

dengan ukuran tertentu. Pengolongan kualitas pembiayaan ini bertujuan

4 Binti Nur AsiyahManajeen Pembiayaan Bank, ..., hal. 198
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untuk melihat kelancaran dalam pengembalian pembiayaan yang
dilakukan.
2. Penentuan Kualitas Pembiayaan
Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam
kualitas pembiayaan sebagai berikut:*
a. Lancar
Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila
1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash
collateral)
b. Dalam Perhatian Khusus
Pembiayaan dapat dikatakan dalam perhatian khusus jika terdapat:
1) Tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90
hari
2) Terjadi cerukan
3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
4) Mutasi rekening relatif aktif

5) Didukung dengan pinjaman baru

¢. Kurang Lancar

Pembiayaan dapat dikatakan kurang lancar jika terdapat:

45Kasmir, Majanemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal 117-119.
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1) Tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari.
2) Sering terjadi cerukan.
3) Adanya pelanggaran kontrak lebih dari 90 hari.
4) Selain itu terdapat indikasi masalah keuangan ataupun frekuensi
mutasi rekening rendah.
d. Diragukan
Dikatakan diragukan jika terdapat:
1) Tunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui 180
hari.
2) Adanya cerukan yang bersifat tetap.
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
4) Terjadi kapitalisasi bunga.
5) Selain itu dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian
kredit maupun pengikatan jaminan.
e. Macet
Pembiayaan dapat dikatakan macet jika terdapat:
1) Tunggakan pengembalian, baik bunga maupun angsuran pokok
yang lewat sampai 270 hari.
2) Kerugian operasional ditutup melalui pinjaman baru.

3) Selain itu, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

E. Tingkat Pendidikan
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Tingkat pendidikan termasuk dalam karakteristik personal debitur.
Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa:*®

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperoleh dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.”

Alloh SWT berfirman dalam Q.S Al-Mujadalah 58:11

A 155f il | hale ol 515500813 038195
GIE

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu
sekalian orang-orang yang berilmu beberapa derajat” (Q.S. Al
Mujadalah 58:11)

Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3, adalah untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk mengembangkan kemampun
peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif,
mandiri dan dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab.

Menurut penelitian Asih menyatakan bahwa tngkat pendidikan

pengusaha menjadi landasan atas dasar untuk memahami dan berpikir, hal

ini akan mempengaruhi kemampuan dalam mengelola usahanya. Dimana

4 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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untuk SD = 6 tahun, SMP = 9 tahun, SMA = 12 tahun, D3 = 15 tahun, S1 =
16 tahun, S2 = 18 tahun, dan S3 = 22 tahun.*’

Pendidikan formal merupakan pendidikan formal yang teratur,
sistematis, mempunyai jenjang, dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu
yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dengan
demikian pendidikan formal dapat diartikan sebagai pendidikan yang yang
penyelenggaraannya secara formal disekolah yang pelaksanaannya diatur
secara sistematis berdasarkan aturan dan kurikulum yang baku serta
mempunyai tujuan sesuai dengan jenjang pendidikannya.*®

Sekarang ini pendidikan formal banyak yang mengajarkan tentang
kewirausahaan untuk membekali muridnya agar mempunyai jiwa mandiri
dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan formal seseorang dimungkinkan bahwa orang
tersebut akan mempunyai jiwa kewirausahaan yang semakin tinggi.
Sehingga dengan jiwa kewirausaan yang tinggi akan berpengaruh terhadap
usaha yang dijalankan akan lancar dan tingkat pengembalian pembiayaan

yang dilakukan juga berjalan lancar.

47 Isti’na Kinasih, Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai
pinjaman terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamaotan, ..., hal. 24

48 https://www.dosenpendidikan.co.id/pendidikan-formal, diakses pada 9 Maret 2021
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F. Pendapatan Usaha
1. Pengertian Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha dapat diartikan sebagai keseluruhan
pendapatan yang telah diterima per bulan dari pendapatan kotor.*°
Apabila pendapatan usaha yang diterima semakin banyak maka dapat
diketahui bahwa pengelolaan usaha oleh anggota yang baik, sehingga
kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan akan semakin baik.
Secara umum, laba usaha merupakan pendapatan kotor yang dihasilkan
dari usaha anggota, sedangkan laba bersih merupakan hasil dari laba
kotor yang sudah dikurangi dengan biaya lainnya. Jadi, semakin banyak
laba usaha menunjukan tingkat keuntungan yang diperoleh semakin
banyak, sehingga peluang untuk mengembalikan pembiayaan akan
semakin lancar. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai kondisi

ekonomi terdapat dalam Q.S. Al-Isro’: 70 yaitu:
1% T W ;".3".,, o 3T . w-§T ~°,¢".°,/,,f, _ - %o G 0%
cnhall G4 agi8 555 Haally Hll 8 2gilan 5 able 30 BAOS Ml
q Gt % g se ) Vo esite. 3

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka didaratan dan di lautan. Kami beri mereka rzeki dari
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang
sempurna atau kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”
(Q.S. Al-Isro’: 70)*°

49 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 124
50 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, ..., hal. 290
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Pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pendapatan sementara (transitory income), merupakan pendapatan
yang tidak bisa diperkirakan.

2. Pendapatan permanen (permanen income), merupakan pendapatan
yang hasilnya dapat diperkirakan dan diterima setiap waktu tertentu,
misalnya pendapatan gaji atau upah.>*

Selain mengandalkan usaha, untuk menambah pendapatanya
para konsumen juga mencari usaha lainnya agar dapat memenuhi
kebutuhannya. Ada berbagai cara yang dilakukan konsumen untuk
menambah pendapatannya, diantaranya dengan investasi sederhana
sampai dengan investasi yang bermodal besar. Dampak yang dihasilkan
dari fenomena tersebut merupakan permohonan pembiayaan modal
usaha dan investasi yang semakin banyak.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah:®

a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja
yang tersedia maka semakin penghasilan yang didapat dari hasil
kerja tersebut.

b. Jenis pekerjaan, terdapat berbagai jenis yang dapat dipilih seseorang

dalam melakukan pekerjaannya.

1 Mangkoesoebroto Guritno dan Algifari, Teori Ekonomi Makro, (Yogyakarta: STIE
YPKN, 1998), hal. 72

52 Ratna Sukmayanti, dkk. Ilmu Pengetahuan Social, (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega,
2008), hal. 117
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c. Kecakapan dan keahlian, yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi
dalam pekerjaan

d. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan.

e. Keuletan bekerja, pengertian keuletan dapat diartikan dengan
ketekunan mampu memudahkan pekerjaan.

f. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, suatu usaha yang besar
akan memberikan hasil pendapatan yang besar.

Semakin tinggi pendapatan usaha maka akan memberikan
motivasi anggota anggota untuk meningkatkan usahanya, sehingga
nantinya akan meningkatkan penghasilan anggota. Apabila penghasilan
anggota bertambah maka penghasilan yang dialokasikan untuk
membayar pengembalian pembiayaan juga meningkat. Sehingga
diduga pendapatan usaha berpengaruh terhadap kelancaran

pengembalian pembiayaan.>®

G. Jumlah Pembiayaan
1. Pengertian Jumlah Pembiayaan
Menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah akad pinjaman dari
bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah

yang sama sesuai pinjaman.>* Jumlah pinjaman merupakan besarnya

% Carla rizka Marantika dan R. Djoko Sampurno, Analisis faktor-faktor yang
Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (studi kasus pada PT
Bank BRI Persero Tbk. Unit Tawangsari Il, cabang Sukoharjo tahun 2013), DIPONEGORO
JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 2, No. 2 Tahun 2013, Hal.

54 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2012), hal. 280
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kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha UMKM. Tujuan
kredit adalah untuk membantu permodalan UMKM. Dengan
bertambahnya modal yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan
produktifitas ~ sehingga  meningkatkan  peluang  kelancaran
pengembalian.®

Hubungan pinjam-meminjam dalam Islam tidak dilarang.
Bahkan dianjurkan supaya terdapat hubungan saling menguntungkan,
yang pada akhirnya berakibat pada hubungan persaudaraan. Alloh SWT
Berfirman dalam Q.S Al Bagarah 279

OoAllh Y 5 & ALl Y &1l G sty 208 £ )5

“ ... dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka

bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)
dianiaya” (0.S. Al-Bagarah: 279)%

Menurut Kinasih, besarnya jumlah pinjaman yang diberikan
kepada pengusaha kecil dapat meningkatkan produktivitas usaha yang
dijalankan.>” Menurut Syafii, pinjaman adalah pemberian harta kepada
orang lain yang dapat ditagih atau dimintai dengan kata lain
meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman

adalah apa yang dimiliki satu orang kemudian diberikan kepada orang

% Mirandaa Rochmawati, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tngkat
pengembalian Kredit Usaha Rakyat(KUR), journal Fakulatas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Brawijaya, 2014

%6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., hal. 48

5 Isti’na Kinasih, Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan, dan Nilai
Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan, (Skripsi tidak diterbitkan), hal.
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lain yang selanjutnya dikembalikan dalam kepunyannya dalam baik
hati.*
2. Penetapan Plafon/Jumlah Pembiayaan

Penetapan jumlah pembiayaan®®

a. Penetapan Plafon Pembiayaan
KJKS atau UJKS melalui rapat anggota harus menetapkan berapa
besarnya nilai pembiayaan minimal dan berapa besarnya nilai
pembiayaan maksimal yang daopat diberikan. Penetuan nilai
pembiayaan minimal berkkaitan dengan efektifitas peyaluran
pembiayaan, sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan
maksimal beraitan dengan penekanan risiko pembiayaan.

b. Penetapan Plafon Pembiayaan Produktif
Penetapan batas minimal dan maksimal pembiayaan produktif harus
mempertimbangkan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat
penggunaanya, dan tepat pengembalian. Bessarnya plafon
pembiayaan produktif lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon
mitra.

c. Penetapan Plafon Konsumtif
Besarnya plafon pembiayaan konsumtif dapat ditetapkan 3 kali nilai
simpanan dan atau cicilan pembiayaan per periode (bulan), tidak

lebih dari 30% penghasilan calon mitra

8 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001) hal. 170

59 Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Keuangan
Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.
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d. Penetapan Plafon Pembiayaan dengan Agunan
Besarnya nilai maksimal pembiayaan produktif yang menggunakan
agunan yang dapat ditetapkan adalah 75% dari nilai agunan.
Besarnya jumlah pembiayaan yang diterima oleh anggota akan
mempengaruhi  produktivitas anggota karena dengan jumlah
pembiayaan yang besar maka anggota mempunyai kesempatan untuk
mengembangkan usahanya. Dengan meningkatnya produktivitas
tersebut maka akan meningkatkan pendapatan anggota dan akan
meningkatkan kelancaran pengembalian pembiayaan. Sehingga
didugajumlah pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat kelancaran

pengembalian pembiayaan.®°

H. Taksiran Agunan
1. Pengertian Taksiran Agunan /Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu
zekerheid atau cauite. Zekerheid atau cautie secara umum mencakup
cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya. Selain istilah
jaminan, masyarakat juga mengenal dengan agunan. Dalam Pasal 1
angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tetang Perbankan:5!
“Jaminan tambahan diserahkan peminjam dana kepada

lembaga keuangan syariah atau bank untuk mendapatkan fasilitas
pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.

60 Carla rizka Marantika dan R. Djoko Sampurno, Analisis faktor-faktor, ..., Hal. 5
1Salim HS, Perkembagan Hukum Jaminan di Inonesia, (Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 2007) Hal. 21
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Jaminan dalam KUH perdata merupakan sebagian dari prinsip
hukum jaminan dalam rangka utang piutang di masyarakat.®? Jaminan
bisa diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang (yang dijamin)
dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain (pinjaman). Jaminan
adalah salah satu cara untuk menghindari diri dari “memakan harta
dengan cara yang bathil.”3

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan pembiayaan. Selain itu
jaminan/agungan harus memiliki nilai tinggi. Selanjutnya tugas dari
lembaga keuangan syariah adalah untuk menilai apakah jaminan yang
diberikan penjamin dapat memenuhi kelayakan suatu jaminan
pembiayaan. Penilaian yang dilakukan sesuai dengan obyek jaminan,
agungan dapat berupa: kendaraan bermotor, mesin-mesin, tanah dan
bangunan, tagihan piutang, deposito.

2. Dasar Hukum Agunan
Adapun dasar hukum tentang jaminan/agunan diantaranya:

a. Surat Al Bagarah ayat 283;

UA\u\A MJJMUAJQLL’IS‘J‘AMAJJMLA‘;HJSU‘J
P "‘yf’“w “'j“"\umj\&ma)ﬂam,smu
;J;wxwm =308 2312 436 & ey sagal

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

62 Binti Nur Asiyah, Manajemenen Pembiayaan, ..., hal. 144
83Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN, 2005), hal. 131
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kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.
Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (OS. Al-
Bagarah 2:283)
b. Hadist®
Dari Anas r.a berkata: “ Rasulullah menggadaikan baju besinya
kepada seseorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya
gandum untuk keluarga beliau.” (HR Bukhari)
3. Kriteria Barang yang dijadikan Agunan
Dalam pembiayaan agungan memiliki kriteria khusus. Tidak
semua harta dan properti dapat dijadikan sebagai jaminan atau agungan
pembiayaan, untuk dapat dijadikan sebagai agungan/ jaminan harus
dapat memenuhii unsur MAST yaitu:®°
a. Marketability, agungan/jaminan yang diterima harus mudah
diperjual belikan sesuai dengan harga pasar dan mempunyai nilai
yang tinggi.
b. Ascertainability of value, agungan/jaminan harus memiliki standar
harga yang pasti.
c. Stability of value, agungan/jaminan harus memiliki harga yang

stabil. Sehingga ketika agunan/jaminan dijual, hasil penjualan bisa

meng-cover kewajiban debitur.

64 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2008), hal. 663
8 Ismail, Perbankan Syariah, him 124,
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d. Transferability, agungan/jaminan harus dapat dengan mudah
dipindah dari tempat satu ke tempat lain atau mudah dalam dipindah
tagankan.

4. Maksud dan Tujuan Agunan

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan
peluansan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah
bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada
waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian

b. Menjamin agar nasabah berperan atau turut serta dalam transaksi
yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabh
untuk meninggalkan usahanya atau proyek dengan merugikan diri
sendiri atau perusahannya dapat dicegah, atau minimum
kemungkinan untuk berbuat emikian diperkecil.

c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian
pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran  kembali
(pelunasan).

Fungsi jaminan/agunan adalah untuk mengamankan pemberian
pembiayaan dari risiko yang mungkin terjadi. Agunan /jaminan
pembiayaan merupakan hak dan kekuasaan atas barang agunan yang
diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan sebagai alat
penjamin pulanasan pembiayaan yang diterimanya, jika tidak dapat
dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian maka

agunan tersebut akan dilelang sebagai pelunasan dari pembiayaan yang
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macet. Dengan demikian, agunan diduga berpengaruh terhadap

kelancaran pengembalian pembiayaan.5®

I. Jangka Waktu Pembiayaan
1. Pengertian Jangka Waktu Pembiayaan.

Jangka waktu adalah tenggang waktu yang diberikan kepada
peminjam dana untuk dapat mengembalikan angsuran pokok beserta
bunga dari pinjaman pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan yang telah
diberikan dapat mepengaruhi bunga dan jumlah angsuranyang harus
dibayar setiap bulan. Jika jangka waktu pengembalian yang diberikan
semakin lama maka akan meringankan bunga dan anggsuran yang
dibayarkan peminjam setiap bulan. Akan tetapi, jika jangka waktu
pengembalian pembiayaan yang diberikan semakin lama maka dapat
menurunkan likuiditas Bank dan perputaran dana. Tak hanya itu, jika
jangka waktu pengembalian pembiayaan yang diberikan cukup lama
dapat menimbulkan kredit macet.®” Alloh SWT berfirman dalam QS

AL-Bagarah ayat 286:

YV G H* i L ke 5 Eal L s Lg_,.u}\J\LMESZu\_JSiY
mmus‘ﬁmk_dm\}ju:jum;\j\mummy
Ve caef %uaﬁuayuuzszy}u: TULE e Goall e

wﬁg\e)ﬂ\@;u)@umﬁm\ Gaa s W el

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. la mendapat pahala (dari kebajikan) yang

® Ani Yuliawati, Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan, Dan Nilai
Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah, (Lampung: Skripsi tidak
diterbitkan, 2019), hal. 54

87 Ismail, Perbankan Syariah, ..., hal. 108
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diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya” (Q.S Al-Bagarah Ayat 286)
2. Pembagian Jangka Waktu Pembiayaan

Dari segi jangka waktu pembiayaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:®

a. Pembiayaan jangka pendek
Jangka waktu pendek memiliki tenggang waktu pengembalian lama
1 tahun. Pembiayaan pada jangka waktu pendek lebih sering
diberikan untuk keperluan modal kerja.

b. Pembiayaan jangka menengah
Jangka waktu menengah dapat diberikan untuk konsumsi, modal
kerja dan investasi. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan antara
satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c. Pembiayaan jangka panjang
Pembiayaan waktu jangka panjang tenggang waktu yang diberikan
untuk pengembalian pembiayaan adalah lebih dari tiga tahun.
Jangka waktu panjang biasanya diberikan untuk jangka panjang
seperti pengadaan mesin dan peralatan, investasi dll.

Jangka waktu pembiayaan sangat berpengaruh terhadap
pegembalian pembiayaan. Semakin lama jangka waktu pelunasan,
maka tanggungan angsuran bulannya relative lebih kecil sehingga
beban debitur/anggota dalam pelunasan pembiayaan akan lebih ringan.

Oleh karena itu, jangka waktu pembiayaan yang semakin panjang maka

68 Kasmir, Manajemen Perbankan. . ., hal. 87.
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peluang pengembalian pembiayaan secara lancar juga akan semakin

tinggi.®°

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi suatu acuan pada penelitian ini.

Meskipun demikian,

penelitian

tersebut

berbeda dengan peneliti

sebelumnya seperti variabel yang digunakan, diantaranya tempat yang

diteliti dan juga tahun yang berbeda. Adapun beberapa hasil dari penelitian

terdahulu meliputi:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang
NO | PENELITI JUDUL HASIL PERSAMAAN | PERBEDAAN
Carla Rizka | Analisis Faktor- |e  Jumlah Variabel bebas: | Variabel bebas:
Marantika Faktor yang tanggungan e Tingkat e Pengalaman
(2013) Mempengaruhi keluarga dan pendidikan usaha
Kelancaran omzetusaha | e Jumlah e Jumlah
Pengembalian berpengaruh pinjaman tanggungan
Kredit Usaha terhadap e Omzet keluarga
Rakyat (Kur) kelancaran usaha e Usia
Mikro (Studi pengembalian
Kasus pada PT KUR Mikro. Variabel terikat:
Bank e  Usia, tingkat e Kelancaran
BRI(Persero) pendidikan, pengemba-
Tbk. Unit jumlah lian KUR
Tawangsari 11, pinjaman dan Mikro
Cabang pengalaman
Sukoharjo) usaha Metode:
tidakberpenga e Analisis
ruh terhadap Regresi
kelancaran logistik
pengembalian
pembiayaan.
Adit Fairus Anaisis e Jumlah Variabel bebas: | Variabel bebas:
Abadi Pengaruh tanggungan e Besar e Jumlah
(2014) Karakteristik keluarga, pinjaman tanggungan
Peminjam, besar keluarga
Besar Pinjaman, pinjaman dan e Lamausaha
Jenis Usaha, dan lama usaha Usia

% Ani Yuliawati, Pengaruh jumlah pembiayaan, ..., hal. 52
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Lama Usaha berpengaruh e Jenis
terhadap terhadap kelamin
Tingkat tingkat e Jenis usaha
Kelancaran kelancaran
Pengembalian pengebalian. Variabel terikat:
Kredit Usaha Usia, jenis e Tingkat
Rakyat (KUR) kelamin dan kelancaran
Mikro (Studi jenis usaha pengembalia
Kasus pada tidak n kredit
Debitur Kur berpengaruh KUR mikro
Mikro BRI Unit terhadap
Kendal Kota ) kelancaran Metode:
pengembalian e Analisis
KUR mikro Regresi
Logistik
Tri Andina | Analisis Faktor- Omzet usaha, | Variabel bebas: | Variabel bebas:
Rahayu Faktor yang tingkat e Tingkat ¢ Nilai
(2014) Mempengaruhi pendidikan, pendidikan pinjaman
Kelancaran dan nilai e Omzet e Tanggungan
Pengembalian pinjaman usaha keluarga
Pembiayaan berpengaruh e Pengalaman
Murabahah positif pada Metode: usaha
pada Usaha kelancaran e Ujivaliditas | ¢ Usia
Mikro, Kecil pengembalian | o  Uji
dan Menengah pembiayaan reabilitas Variabel terikat:
(Umkm) di murabahah. | ¢ Uji asumsi|e Kelancaran
BMT Taruna Tanggungan klasik pengembali-
Sejahtera keluarga, e Regresi an
pengaam linier pembiayaan
usaha, dan berganda murabahah
usia
berpengaruh
negatif
terhadap
kelancaran
pengembalian
pembiayaan
murababah.
Anita Faktor-Faktor Omzet usaha, | Variabel bebas: | Variabel bebas:
Rahawati yang lama usaha, e Tingkat e Lama
(2015) Mempengaruhi jumlah pendidikan uasaha
Tingkat tanggungan e Omzet e Jumlah
Pengembalian keluarga dan usaha tanggungan
Pembiayaan tingkat keluarga
Mudharabah pendidikan
pada BMT secara
Fastabiq bersama-sama
Batangan Pati berpengaruh
terhadap

tingkat
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Pengembalian

Pembiayaan
Mudharabah
Ellis Prestia | Pengaruh Usia, Usia, jJumlah | Varibael bebas: | Variabel terikat:
(2017) Tingkat pinjaman, e Tingkat o Usia
Pendidikan, jangka waktu pendidikan
Jumlah pembiayaan, | e Jumlah Metode:
Pinjaman, dan nilai pinjaman e Analisis
Jangka Waktu jaminan e Jangka Regresi
Pengembalian berpengaruh waktu logistik
Pinjaman, dan terhadap pembiayaan
Nilai Jaminan kelancaran e Taksiran
terhadap pengembalian agunan
Kelancaran pembiayaan
Pengembalian Taksiran Variabel terikat:
Pembiayaan agunan tidak | e Kelancaran
pada BMT berpengaruh pengembalia
Amal Rizki di terhadap n
Gunungkidul kelancaran pembiayaan
pengembalian
pembiayaan
Isti’na Pengaruh Jumlah Variabel bebas: | Metode:
Kinasih Jumlah pembiayaan | e Jumlah e Analisis
(2018) Pembiayaan, dan nilai pembiayaan Regresi
Jangka Waktu jaminan tidak | e  Jangka logistik
Pembiayaan, berpengaruh waktu
dan Nilai signifikan pembiayaan
Jaminan terhadap e Nilai
terhadap kelancaran jaminan/agu
Kelancaran pengembalian nan
Pengembalian pembiayaan.
Pembiayaan di Jangka waktu | Variabel terikat:
Koperasi pembiayaan e Kelancaran
Simpan Pinjam berpengaruh pengembalia
dan Pembiayaan signifikan n
(KSPPS) BMT terhadap pembiayaan
Usaha Artha kelancaran
Sejahtera pengembalian
Pamotan pembiayaan.
Al Pengaruh Taksiran Variabel bebas:
Ridhillah Taksiran agunan e Taksiran
sari (2019) Agunan, berpengaruh agunan
Pendapatan positif dan e Jumlah
Anggota, signifikan pembiayaan
Jumlah terhadap e Pendapatan
Pembiayaan, kelancaran anggota
dan Jangka pembayaran e Jangka
Waktu pembiayaan. waktu
Pembiayaan Jumlah pembiayaan
terhadap pembiayaan,
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Kelancaran jangka waktu | Variabel
Pembayaran pembiayaan, | Terikat:
Pembiayaan dan ¢ Kelancaran
pada Kopotren pendapatan pembayaran
Al-Barakah anggota pembiayaan
Wonodadi Blitar berpengaruh
positif tidak Metode:
signifikan e Uji validitas
terhadap dan
kelancaran reabilitas
pembayaran e Uji
pembiayaan. normalitas
e Uji asumsi
klasik
e Analisis
regresi linier
berganda
e Pengujian
hipotesis
(uji t dan uji
F)
o Uiji
koefisien
determinasi
Ani Pengaruh Jumlah Variabel bebas: | Variabel terikat:
Yuliawati Jumlah pembiayaan e Jumlah e Kelancran
(2019) Pembiayaan, dan nilai pembiayaan pengembali-
Jangka Waktu jaminan tidak | e Jangka an
Pengembalian berpengaruh waktu pembiayaan
Pembiayaan, signifikan pengembali- murabahah
dan Nilai terhadap an
Jaminan kelancaran pembiayaan | Metode:
terhadap pengembalian | ¢  Nilai e Analisis
Kelancaran pembiayaan jaminan Regresi
Pengembalian murabahabh. Logistik
Pembiayaan Jangka waktu
Murabahah pengembalian
(Studi Kasus berpengaruh
Pada BMT Fajar signifikan
Cabang Bandar terhadap
Lampung) kelancran
pengembalian
pembiayaan
murabahah.
Mukhairah | Analisis Faktor- Uji simultan: | Variabel bebas: | Variabel terikat:
(2019) Faktor yang jangka waktu | ¢ Jangka e Kelancaran
Memepengaruhi pembiayaan, waktu pengembali-
Tingkat jumlah pembiayaan an
Kelancaran pembiayaan, |e Jumlah pembiayaan
Pengembalian omzet usaha pembiayaan mikro
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Pembiayaan
Mikro IB pada
PT. Bank BRI
Syariah Kantor
Cabang Banda

Aceh

berpengaruh
secara
simultan
terhadap
kelancaran
pengembalian
pembiayaan
mikro.

Uji parsial:
jumlah
pembiayaan
dan jangka
waktu
pembiayaan
berpengaruh
signifikan
terhadap
kelancaran
pengembalian
pembiayaan
mikro.
Sedangkan
omzet usaha
tidak

Omzet
usaha

Metode:

Analisis
regresi
logistik

berpengaruh
signifikan
terhadap
kelancaran
pengembalian
pembiayaan
mikro
10. | Venny Analisis Faktor- Jumlah Variabel bebas: | Variabel bebas:
Kurniasari Faktor yang pembiayaan, | e Jumlah e Pengalaman
(2020) Mempengaruhi pengalaman pembiayaan usaha
Pengembalian usaha dan e Tingkat e Omset usaha
Pembiayaan omzet usaha pendidikan
Murabahah berpengaruh Variabel terikat:
Usaha Mikro, signifikan e Kelancaran
Kecil, Dan terhadap pengembali-
Menengah pada pengembalian an
BRI Syariah pembiayaan pembiayaan
KCP Jombang murabahah. murabahah
Ploso Tingkat
pendidikan Metode:
tidak e Analisis
berpengaruh Regresi
signifikan Logistik
terhadap Biner

pengembalian
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pembiayaan
murababah.

K. Kerangka Konseptual

Tingkat Pendidikan
(X1)

Pendapatan Usaha
(X2)

Kelancaran
Pengembalian
Pembiayaan (Y)

Jumlah Pembiayaan
(X3)

/4

Taksiran Agunan (Xa)

Jangka Waktu
Pembiayaan (Xs)

Keterangan:
——» : Parsial
: Simultan
L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam peneitian ini yaitu:

1. Pengaruh tingkat pendidikan (X1), pendapatan usaha (X2), jumlah
pembiayaan (X3), taksiran agunan (X4) dan jangka waktu pembiayaan
(X5) terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.
Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel tingkat pen-

didikan (X1), pendapatan usaha (Xz), jumlah pembiayaan (Xs),
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taksiran agunan (X4) dan jangka waktu pembiayaan (Xs) terhadap
kelancaran pengembalianpembiayaan.

H: : Paling tidak terdapat salah satu dari variabel tingkat pendidikan (X-
1), pendapatan usaha (X2), jumlah pembiayaan (X3), taksiran agu-
nan (X4) dan jangka waktu pembiayaan (X5) yang berpengaruh
secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kelancaran pengembalian

pembiayaan(X1).

Ho : Tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kelancaran pengembalian pembiayaan

H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kelan-

caran pengembalian pembiayaan.

. Pengaruh pendapatan usaha terhadap kelancaran pengembalian

pembiayaan (X2).

Ho : Pendapatan usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ke-
lancaran pengembalian pembiayaan

H: : Pendapatan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap kelan-

caran pengembalian pembiayaan

. Pengaruh jumlah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian

pembiayaan (X3).
Ho : Jumlah pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kelancaran pengembalian pembiayaan
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H: . Jumlah pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap kelan-
caran pengembalian pembiayaan

. Pengaruh taksiran agunan terhadap kelancaran pengembalian

pembiayaan (Xa).

Ho : Taksiran agunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ke-
lancaran pengembalian pembiayaan

H; : Taksiran agunan berpengaruh secara signifikan terhadap kelanca-
ran pengembalian pembiayaan

. Pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian

pembiayaan (Xs).

Ho : Jangka waktu pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan ter-
hadap kelancaran pengembalian pembiayaan

H: : Jangka waktu pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap

kelancaran pengembalian pembiayaan



